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PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup

banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan

keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan R.1. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.
Konsonan

Huruf Nama Penulisan
| Alif ‘

- Ba
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Jim
Ha
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Dal
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Sin
Syin
Sad
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° Ha h
s Hamzah ¢
$ Ya y
5 Ta (marbutoh) T

Vokal
VVokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas
vocal tunggal dan vocal rangkap (diftong)

Vokal Tunggal
Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____________ Fatha
................................ Kasroh
Dlommah
Contoh :
«iS  : Kataba

S : Zukira (Pola I atau I1) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara
harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

TandaHuruf Tanda Baca Huruf
¢ Fathahdanya ai adani
g Fathahdanwaw au adanu
Contoh:
e kaifa
s :cala
Jds>~ :haula
¢l :aiatauay
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Mad
Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan
transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:
Harkat dan huruf Tanda Keterangan
baca
! Fatha dan alif a a dan garis panjang diatas
atau ya
! Kasrohdan ya i i dan garis diatas
Bl Dlommatain dan u u dan garis diatas
waw
Slia J8 : gala subhanaka
Jbasysba  :shamaramadlana
= ' rama

é Ui Lgd . fi manafi’u
055 L 558 1 yaktubuna ma yamkuruna
an ¥ cau g JB 3: izgala yusufu liabihi

Ta’> Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh
dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta> Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka
transliterasinya adalah/h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan
kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam

Contoh:

JulaY) dcaa gy Raudlatulathfal
5 sall Anaall al-Madinah al-munawwarah

Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkand engan
sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini
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tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda syaddah
tersebut.

L, =Robbana Jj» = Nazzala

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan
bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung
mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

PolaPenulisan
<l il Al-tawwabu | At-tawwabu
el Al-syamsu Asy-syamsu

Diikuti huruf Qomariah
Kata sandang yang diikuti huruf gomariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:
PolaPenulisan
oty Al-badi’u Al-badi’u
il Al-gomaru Al-gomaru

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun maupun gomariyah, kata
sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan
diberitanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila
terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam
tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

O G Ta khuzuna

el 1 Asy-syuhada’u

GeslUmirtu
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e &8 Fa'tibiha

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/,isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat
yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan

salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh

PolaPenulisan

o8 I o sl ol

Wainnalahalahuwakhair al-razigin

Ol IS 3 s

Faaufu al-kailawa al-mizani
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul status hukum transeksual pasca penetapan
pengadilan tentang perubahan jenis kelamin dan implikasinya terhadap
hukum perkawinan dalam kajian teori eksistensi. Penelitian ini
dilatarbelakangi kondisi kekosongan hukum (rechtvacuum) terhadap
ketentuan yang mengatur mengenai status hukum bagi kaum transeksual
serta aturan Kkhusus yang mengatur perubahan kelamin bagi
transesksual. Namun di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur
bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah
adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting
lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi
Kependudukan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan "Peristiwa
Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan
negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain
perubahan jenis kelamin .

Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahannya adalah
mengenai transeksual dalam kaitannya dengan status hukumnya pasca
dikeluarkannya penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin
baik terhadap transeksual yang melakukan operasi penyesuaian jenis
kelamin maupun terhadap transeksual yang melakukan operasi
pergantian jenis kelamin. Penelitian ini menganalisa secara yuridis
terkait dengan keabsahan perubahan status hukum transeksual tersebut
menurut hukum nasional dan hukum islam dan juga mengenai
implikasinya terhadap hukum perkawinan, yang dikaitkan dengan
keabsahan perkawinan tersebut menurut ketentuan perundang-undang
yang belaku serta dikaitkan pula dengan Teori Eksistensi dan Teori
Magashid Syariah.

Metode yang dipakai di dalam penelitian ini bersifat deskriptif
analitis dengan memaparkan mengenai suatu permasalahan, dan analisa
kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu buku-
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buku, jurnal, kertas kerja lokakarya/seminar dan lain-lain, laporan
penelitian, majalah, desertasi/tesis dan sumber data sekunder antara lain
mencakup: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah,
penetapan pengadilan dan acuan lainnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Eksistensi
dan Teori Magashid Syariah. Dalam penelitian ini penulis akan
mengaitkan pembahasan permasalahan dengan Teori Eksistensi
pemberlakuan hukum islam di Indonesia berdasarkan Teori Magashid
Syariah dalam Rangka Mengisi Kekosongan Hukum (Rechtvacuum)
Terhadap Permasalahan Status Hukum Transeksual Pasca Penetapan
Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin. Hal ini sebagaimana
bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia yaitu
bahwa dalam hukum nasional dalam arti hukum Islam (agama)
berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah Status hukum Transeksual pasca
penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap
Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan
transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin
terdapat perbedaan. Bahwa terhadap transeksual jika melakukan operasi
penyesuaian jenis kelamin maka keabsahan perubahan identitasnya
menurut hukum nasional maupun menurut hukum islam adalah sah.
Namun berbeda dengan status hukum transeksual yang melakukan
operasi pergantian jenis kelamin jika menurut hukum nasional diakui
keabsahannya ketika yang bersangkutan telah mendapatkan penetapan
dari pengadilan tentang pergantian jenis kelamin akan tetapi menurut
hukum islam status hukumnya adalah sama dengan jenis kelamin
semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah
memperoleh penetapan pengadilan. Kemudian, Implikasi hukum dalam
hukum perkawinan bagi transeksual pasca penetapan pengadilan
tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan
operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan
operasi penyempurnaan jenis kelamin juga terdapat perbedaan.
Dikarenakan seorang Transeksual yang telah melakukan operasi
pergantian jenis kelamin oleh agama Islam tetap dianggap jenis kelamin
sebelumnya. Maka apabila terjadi suatu perkawinan, perkawinan
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tersebut dianggap sebagai perkawinan sejenis. Berbeda halnya terhadap
perkawinan yang dilakukan oleh transeksual yang melakukan
penyesuaian jenis kelamin yaitu orang yang berkelamin ganda
(Khuntsa). Maka terhadap perkawinan orang yang berkelamin ganda
yang telah melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin tersebut
selanjutnya berlaku hukumnya adalah Perkawinan tersebut adalah sah,
jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas
identitas sebelumnya,Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, jika operasi
kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas lain dari
sebelumnya

Kata kunci: transeksual, status hukum, penetapan pengadilan,
perubahan jenis kelamin, perkawinan,
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ABSTRACT

This study entitled the status of transsexual law after the court's
determination of changes in sex and its implications for marriage law in
the study of the theory of existence. This research is motivated by the
condition of legal vacuum (rechtvacuum) of the provisions governing
the legal status of transsexuals as well as special rules governing sex
change for transsexuals. However, in Article 56 paragraph (1) of Law
Number 23 Year 2006 concerning Population Administration regulates
that the recording of other important events is carried out by the Civil
Registration Officer at the request of the concerned resident after the
stipulation of a district court that has obtained permanent legal force.
Whereas what is meant by "other important events™ are explained in the
Elucidation of Article 56 paragraph (1) of the Population Administration
Act as follows: "What is meant by" other important events "are events
determined by the district court to be recorded at the Implementing
Agency, including changes in types genitalia ".

In this study, the problem is with regard to transsexuals in relation
to their legal status after the issuance of a court ruling on sex change
both for transsexuals who perform sex adjustment operations or for
transsexuals who perform sex change operations. This research analyzes
juridically related to the validity of the change in the status of the
transsexual law according to national law and Islamic law and also
regarding its implications for marriage law, which is associated with the
legality of the marriage according to the provisions of the applicable
laws and is also related to the Existence Theory and Magashid Sharia
Theory.

The method used in this study is analytical descriptive by
describing an issue, and qualitative analysis with reference to the
literature and applicable legal provisions. Data sources used are primary
data sources, namely books, journals, workshop papers / seminars, etc.,
research reports, magazines, dissertations / theses and secondary data
sources, including among others: abstracts, indexes, bibliographies,
government publishing, court rulings and other references.
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The theory used in this research is the Theory of Existence and
Theory of Magashid Syariah. In this study, the author will link the
discussion of the problem with the Theory of Existence of the enactment
of Islamic law in Indonesia based on the Magashid Sharia Theory in the
Framework of Filling Legal Void (Rechtvacuum) Against the Problems
of Transsexual Legal Status Post-Court Judgment About Gender
Change. This is as a form of the existence of Islamic law in Indonesian
national law which is that in national law in the sense of Islamic law
(religion) functions as a filter for Indonesian national legal materials.

The results of this study are the legal status of transsexuals after
the court's determination regarding sex changes to transsexuals who
perform sex change operations and transsexuals who carry out sex
enhancement operations, there are differences. Whereas if transsexuals
are carrying out sex adjustment operations, the validity of their identity
changes according to national and Islamic law is legal. However, it is
different from the status of transsexual law which conducts sex change
operation if according to national law, its validity is recognized when
the person concerned has received a court decision regarding sex
change, but according to Islamic law the legal status is the same as the
original sex as before the sex change operation, despite having received
a court decision. Then, the legal implications in marital law for
transsexuals after the court's decision on sex change for transsexuals
who perform sex change operations and transsexuals who perform
gender enhancement operations also have differences. Because a
transsexual who has carried out sex change operations by the Islamic
religion is still considered a previous sex. So if there is a marriage, the
marriage is considered as a kind of marriage. Unlike the case of
marriages carried out by transsexuals who make gender adjustments,
namely people who have a double gender (Khuntsa). Then the marriage
of a double-sex person who has performed the sex adjustment operation
hereinafter applies the law is the marriage is legal, if the sex operation
carried out aims to reinforce the previous identity, the marriage can be
canceled, if the sex operation carried out aims to reinforce other
identities from the previous
Keywords: transsexual, legal status, court order, sex change, marriage,
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